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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang senantiasa 

memperbaiki struktur pemerintahan dan kualitas pembangunan nasional guna 

mewujudkan cita-cita bangsa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Demi 

mencapai cita-cita tersebut pemerintah mengupayakan dengan berbagai cara, 

salah satunya meningkatkan perekonomian bangsa. Kesuksesan sistem 

perekonomian dapat dilihat dari besarnya pendapatan negara terutama 

pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang diterima 

pemerintah daerah semakin besar pula dana yang dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat. Dengan demikian perekonomian adalah komponen utama 

demi berlangsungnya sistem pemerintahan. 

Pada awal tahun 2001 Indonesia melakukan perombakkan besar-

besaran terhadap sistem pengelolahan pemerintahan. Proses pelaksanaannya 

diawali dengan penyempurnaan tatanan politik pemerintahan terhadap UU No. 

22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah yang ditindak lanjuti melalui PP No. 38 Tahun 2007 tentang 

Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai prinsip 
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“money follow function” yang menjelaskan bahwa pengalokasian anggaran 

harus didasarkan pada fungsi masing-masing unit/satuan kerja yang telah 

ditetapkan undang-undang dan diikuti dengan pemberian sumber-sumber 

keuangan melalui mekanisme perimbangan keuangan sebagaimana diatur 

dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

menggantikan UU No. 25 Tahun 1999. Berdasarkan peraturan undang-undang 

tersebut, muncullah kebijakan baru pemerintah yang dikenal dengan otonomi 

daerah yang kemudian diberlakukanlah sistem desentralisasi fiskal. 

Otonomi daerah merupakan amanat konstitusi dan kebutuhan objektif 

dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kebijakan ini diharapkan mampu menunjang tujuan nasional Indonesia. 

Dalam pembentukkan otonomi daerah harus memperhatikan faktor-faktor 

kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan 

keamanaan nasional serta syarat-syarat lain yang mendukung. Selain itu 

diberlakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 

Otonomi yang nyata dapat diartikan bahwa kewenangan, tugas, dan kewajiban 

pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan potensi dan kekhasan daerah 

sedangkan pengertian otonomi yang  bertanggungjawab adalah otonomi yang 

dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan otonomi 

daerah itu sendiri termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang 

merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Darise, 2006). Keputusan 

pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah dalam 
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mengatur rumah tangganya sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat dan melancarkan pembangunan daerah agar 

tidak terjadi ketimpangan pembangunan. 

Kebijakan otonomi daerah tidak hanya berhenti pada pembagian dana 

pembangunan yang relatif “adil” antara pemerintah pusat dan daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan (balancing fund), tetapi 

keberhasilan otonomi daerah juga diukur dari seberapa besar porsi sumbangan 

masyarakat lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan produk domestik 

regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto adalah kegiatan 

perekonomian masyarakat daerah atau regional yang mengahasilkan barang 

atau jasa dalam waktu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Produk 

domestik regional bruto digunakan sebagai salah satu indikator ekonomi yang 

memuat berbagai instrumen perekonomian, agar dapat melihat keadaan makro 

ekonomi suatu daerah yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan 

perkapita dan berbagai instrumen lainnya. Oleh karena itu kesuksesan otonomi 

daerah tidak hanya tanggung jawab penyelenggara pemerintahan daerah yakni 

bupati atau walikota serta perangkat daerah lainnya, tetapi juga seluruh 

masyarakat lokal di tiap-tiap daerah (Saragih, 2003 dalam Sianturi, 2011). 

Demi terwujudnya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat 

melakukan gebrakan di bidang keuangan yaitu dengan merubah kebijakan 

sentralisasi menjadi kebijakan desentralisasi. Kebijakan sentralisasi 

mengandung arti bahwa segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan 

dan pembangunan merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan sepenuhnya 
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oleh para birokrat pusat. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat dan menciptakan ketimpangan 

pembangunan diberbagai wilayah Indonesia. Terlebih lagi Indonesia 

merupakan negara kepulauan dengan perbedaan karakteristik wilayah. Untuk 

mengatasi masalah tersebut pemerintah pusat menciptakan kebijakan baru, 

dimana pemerintah daerah diberi kesempatan yang relatif luas bagi tumbuhnya 

partisipasi masyarakat serta mendorong daerah untuk melakukan keputusan 

secara mandiri tanpa harus bergantung dari kebijakan pusat (Soebagiyo, 

2013). Selain itu pemerintah daerah juga diberi tanggung jawab untuk 

mengatur perekonomian daerah dibidang fiskal yang meliputi aspek 

penerimaan dan aspek pengeluaran. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan 

desentralisasi fiskal. 

Desentralisasi fiskal di Indonesia dilakukan dengan memberikan 

diskresi belanja daerah yang luas dan didukung oleh pendanaan transfer dari 

pusat ke daerah dalam bentuk dana perimbangan (Sipahutar, 2013). Dana 

transfer dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil non pajak 

(SDA), dana alokasi umum (DAU), serta dana alokasi khusus (DAK). 

Transfer dana ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam 

membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. 

Perubahan sistem keuangan yang dilakukan oleh pemerintah 

diharapkan mampu memberikan manfaat diberbagai sektor, seperti sektor 

publik, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Manfaatnya antara lain: 

Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas 
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masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil 

pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber 

daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki 

alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan 

keputusan publik ketingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki 

informasi yang paling lengkap (Shah, 1997 dalam Mardiasmo, 2002). 

Menurut Guritno (2001) dalam Bakti dan Kodatie (2012) pada tingkat 

daerah kebanyakan layanan yang disediakan adalah quasi public goods 

dimana barang dapat dimanfaatkan dan dikonsumsi secara bersama-sama 

tetapi dapat terjadi kepadatan dan dijual melalui pasar atau langsung oleh 

pemerintah. Dengan kondisi seperti ini pemerintah harus pintar dalam 

mengalokasikan sumber daya agar layanan publik pada sejumlah kelompok 

yang tidak beruntung (disadvantages group) termasuk perempuan dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu agar perempuan memperoleh hak 

yang sama dengan kaum laki-laki, salah satunya adalah hak dalam 

memperoleh pendidikan. 

Pendidikan merupakan tangga untuk meraih cita-cita. Banyak orang 

percaya bahwa pendidikan dapat mempengaruhi status sosial seseorang. 

Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula status sosial orang 

tersebut. Begitupula sebaliknya, semakin rendah pendidikan seseorang 

semakin rendah pula status sosialnya. 

Pada paradigma pembangunan global, pendidikan merupakan salah 

satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs). MDGs adalah 
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deklarasi millenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 

negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada 

September 2000 berisikan delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015 

dengan target tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. 

Salah satu tujuan MDGs yaitu menghapus ketidaksetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan karena kesetaraan gender penting untuk 

memastikan alokasi sumber daya yang adil dari pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seringkali 

dibicarakan, semenjak dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Permasalahan 

gender yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan pendidikan antara laki-laki 

dan perempuan diberbagai daerah. 

Pada penlitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat 

ketimpangan pendidikan diberbagai daerah di Provinsi Jawa Tengah akibat 

tidak optimalnya desentralisasi fiskal adalah angka melek huruf perempuan 

dan angka partisipasi sekolah perempuan SMP/MTs 
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Gambar 1.1 
Persentase Angka Melek Huruf Perempuan Usia 10 Tahun Keatas 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010 dan 2011 

 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah) 

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa angka melek huruf 

perempuan usia 10 tahun keatas di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 

mengalami fluktuasi yang tidak terlalu mencolok. Daerah yang memiliki 
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angka melek huruf perempuan tertinggi yaitu Kota Magelang, yang kedua 

adalah Kota Semarang, dan yang ketiga adalah Kota Surakarta. Angka melek 

huruf perempuan terendah berada di Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal belum teralokasi secara merata 

demi memenuhi pelayanan publik. 

Kebijakan pemerintah dalam mencapai target MDGs pada tahun 2015 

adalah dengan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh 

pendidikan. Salah satunya dengan diadakannya program Biaya Operasional 

Sekolah (BOS). Program ini diharapkan mampu menumbuhkan minat 

masyarakat agar tidak putus sekolah. 

Tingginya minat masyarakat dalam melanjutkan sekolah dapat 

diketahui dengan besarnya angka partisipasi sekolah. Semakin tinggi angka 

partisipasi sekolah menandakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan 

pendidikan diberbagai daerah telah berhasil. Sebaliknya apabila angka 

partisipasi sekolah rendah maka pemerintah belum maksimal dalam 

meningkatkan pendidikan. 
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Gambar 1.2 
Persentase Angka Partisipasi Sekolah Perempuan SMP/MTs 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2010 dan 2011 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (data diolah) 

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa angka partsipasi sekolah 

perempuan tingkat SMP/MTs di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 

mengalami fluktuasi positif. Daerah yang memiliki angka partisipasi sekolah 
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perempuan tingkat SMP/MTs tertinggi yaitu Kota Salatiga, yang kedua adalah 

Kota Surakarta, dan yang ketiga adalah Kabupaten Purworejo. Angka 

partisipasi sekolah perempuan tingkat SMP/MTs terendah berada di 

Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

desentralisasi fiskal belum teralokasi secara merata demi memenuhi pelayanan 

publik. 

Seperti yang telah ditunjukkan oleh gambar 1.1 dan gambar 1.2 

tentang indikator pencapaian hasil akhir (outcomes) bidang pendidikan yang 

diukur dengan angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah 

perempuan tingkat SMP/MTs. Disimpulkan bahwa sistem desentralisasi 

belum mampu menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat secara optimal. 

Hal ini dapat dilihat dari belum meratanya pembangungan dan kesejahteraan 

masyarakat diberbagai daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin mengetahui sejauh 

mana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap AMH perempuan dan APS  

perempuan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Tengah dipilih karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena 

masih sedikitnya penelitian tentang desentralisasi yang dilakukan di Provinsi 

Jawa Tengah. Kedua. letak geografis Provinsi Jawa Tengah yang berada 

ditengah-tengah antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Ketiga, latar belakang 

sosial ekonomi penduduk yang bermacam-macam di kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah. Keempat, kondisi kultural masyarakatnya. 
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Dalam penelitian ini penulis mengembangkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Bakti dan Kodatie (2012) dengan variabel dependen dan 

variabel independen yang sama. Namun, variabel kontrol sedikit berbeda yaitu 

dengan menambahkan jumlah guru dalam mengukur angka partisipasi sekolah 

perempuan tingkat SMP/MTs. Selain itu objek dan periode penelitian diubah 

menjadi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011. Maka 

penulis tertarik melakukan peneltian dengan judul, “PENGARUH 

DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK HURUF 

PEREMPUAN DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN 

SMP/MTs DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 

2010 DAN 2011” 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan oleh Penulis di atas, 

permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap angka melek huruf 

(AMH) perempuan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 

dan 2011? 

2. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap angka partisipasi 

sekolah (APS) perempuan tingkat SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melek 

huruf (AMH) perempuan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 

2010 dan 2011. 

2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka 

partisipasi sekolah (APS) perempuan tingkat SMP/MTs di kabupaten/kota 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dan 2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam menambah pengetahuan untuk akademisi dan profesi dalam rangka 

mengkaji dan mengembangkannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakannya terkait dengan 

desentralisasi fiskal di bidang pendidikan secara umum dan khususnya 

pada kaum perempuan. 

b. Penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan dalam mencari 

solusi atas permasalahan gender dan ketimpangan sosial dibeberapa 
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wilayah Indonesia 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

pembaca serta menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam mengkaji dan 

mengembangkannya. 

d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait 

tentang sistem desentralisasi fiskal yang berpengaruh terhadap 

outcome pendidikan dalam mengingkatkan kualitas/pelayanan 

pendidikan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi penelitian. Secara garis besar penelitin ini dsusun dalam 

lima bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan 

mengenai pentingnya menganalisis dampak desesntralisasi fiskal terhadap 

angka melek huruf perempuan dan angka pertisipasi sekolah perempuan 

SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Pada bagian latar 

belakang ini akan menjadi dasar perumusan masalah untuk menganalisis 

dampak desentralisasi fiskal yag diukur dari sisi pendapatan dan sisi 

pengeluaran terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi 

sekolah perempuan SMP/MTs di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian memberikan masukan bagi 
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pemerintah dalam membuat kebijakan serta solusi yang terkait dengan 

pendidikan baik secara umum maupun khusus kepada kaum perempuan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan 

berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

seperti teori desentralisasi fiskal yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi 

pendapatan dan sisi pengeluaran. Selain itu pada bab ini terdapat juga 

beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar replikasi pengembangan 

bagi penelitian ini, sehingga mampu menyusun kerangka penelitian dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

uji kualitas data, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek  penelitian, seperti letak 

geografis, pemerintahan, kependudukan, serta pendidikan di Povinsi Jawa 

Tengah. Selain itu bab ini juga memuat hasil analisis data dan pembahasan 

tentang hasil analisis data tersebut. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini dibahas tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu dikemukakan kepada 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 


